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BABIV 


PENUTUP 


1. KesimpulliD 

a. 	 Dalam pelaksanaan pembuatan KKB, asas kebebasan berkontrak harus selalu 

menjadi pegangan di mana kebebasan berkehendak tersebut lebih bersifat 

relatif menuju kepentingan bersama yaitu kepentingan para pihak yang terlibat 

dalam KKB tersebut, yaitu Serikat Pekelja yang telah didaftarkan pada 

Departemen Tenaga Kelja dan juga kepentingan pihak pengusaha atau 

gabungan pengusaha yang berbentuk badan hukum Indonesia, di mana KKB 

mempunyai peranan penting sebagai pedoman induk bagi peIjanjian keIja 

antara seorang anggota Serikat Pekelja dengan pihak pengusaha, sehingga 

setiap aturan dalam perjanjian kelja yang benentangan dengan KKB dianggap 

tiOO gab dan tiOO berlaku dan jika peljanjian kelja tersebut tidak memuat apa 

yang diatur dalam KKB, maka aturan yang dipergunakan adalah yang terdapat 

di dalam KKB bagi pekerja yang menandatangani peljanjian kelja, 

b. 	 Pelaksanaan perlindungan hukum di bidang pengupahan, keselamatan kelja 

dan kesejahteraan sosial di PT. Unilever Indonesia Surabaya telah beljalan 

dengan baik, namun perlu untuk lebih ditingkatkan lagi, yaitu dengan 

ditunjang adanya kesadaran dan itikad baik dan kedua belah pihak untuk 

bekerja sarna sehingga produktivitas pekelja dan hasil produksi perusahaan 

meningkat. 
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2. 	 Saran 

a. 	 Para pihak yang terlibat dalam pembuatan KKB, yaitu Serikat Pekerja dan 

Pengusaha wajib untuk melaksanakan dan mentaati semua peraturan yang 

telah disepakati bersama, yang telah dituangkan dalam KKB, di mana dalam 

hal ini dituntut adanya kesadaran yang linggi dari para pihak, demi terciptanya 

suasana kerja yang selaras dan harmonis di lingkungan kerja. 

b. 	 Pelaksanaan perlindungan hukum di bidang pengupahan, keselamatan kerja 

dan kesejahteraan sosial di PT. Unilever Indonesia Surabaya sudah cukup 

baik, namun ada sedikit kekurangan dalam hal pengaturan Jaminan $osial 

Tenaga Kerja dalam KKB, yaitu pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

yang terpisah-pisah. Sebaiknya pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

tersebut dijadikan satu dalam satu bab yang terdiri dari Jamjnan Kecelakaan 

Kerja. Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang 

Jaminan $osial Tenaga Kerja. 

Khusus untuk pengupahan, saya menyarankan agar pihak PT. Unilever 

Indonesia menambah upah pokok minimum untuk Job Crass 4-9 menjadi 

Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Hal ini saya kemukaiGln dengan alasan 

produk-produk PT. Unilever Indonesia sangat larisllaku keras di pasaran, bal 

ini berarti pemasukanlpendapatan perusabaan juga meningkat, hendaknya 

diikuti pula dengan kenaikan upah pekerja. 


